
PENGADILAN MJL1TER UTAMA
.¡i sewTftA pñhm n amo tím ur . pulo m om o

m . r ¡ FAX 4[i¡)?T20 - UÁXARTá Tj&SUR

SURAT- EOARAN
Nomor : §E / ¿A) /H /2010

tentang

BlAYA PERKARA

1, üaxar'

a Sural Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R1 dan Panglíma TNi 
Nomor KfvlA/065A/SK8/IX/2004 dan Nomor Skup.'420/IX/2004 langgaí 1 
Seplerober 2004 tentang Kerjasama daíam pembsnaan persone! mititer bagi 
prajunt TNi yarig bertugas pada pengacWan daiarrt fmgkungan Peradílan Miiter.

b. Keputusan Kelua Mahkamah Agung R! Nomor KMAA)O5/SKA/2007
langgaí % 1 Januari 2007 tentang Pengurusan administras! persone! bags prajun! 
TNi yang bertugas di Pengatíüan daiam Hngkungan Peraditan Militen

c Kopuiusan Kelua Mabkamah Agung Nomor ; 084/KMA/SK..<Vír2006
tango..» .10 Juík 2008 tentang Pedom&n tennis administras! dan pemertksaan di 
süiaug pcngad^an datam üngkungan femhaga Peraditan Mititer.

d. Pengaraban iekros Oigan Baditmiltun MARI dan Kadilmütama Repacía para 
Kadilímití pada tanggal 14 Januan 2010 di ruang rapat Oilmittama

v Sesuat dasar íersebut di nías bahwa Otaya perkara nciak ana keseragarnan 
pada masing-masing Pengadttan Míliler sehingga pedo d»se»agíimkan Maka 
dipuiuskan besaran btaya perkara dilingkungan Peradiian Militcr ndalah sebagai 
beriket

a Perkara tmgkat Pertama.

1 j ¡farota ma 5000 s/d 10.000

2} Btnrara ; 10.000 ski 15 000

3i Pama : 15.000 sfd 20.000

4* Pamen ' 20 000 s/d 25.000



•
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b Peí Kara tirwkat Banding.

1) Tamtema

2> Bifítara

3) Pama

4) Pamen

5} Paí<

: 10.000 sicS

: IS.ÍIX) s/d

20.000- m

. 25-000 s/d

: 30.000 m

15.000

20:000

25.000

50.000

35.000

Dernskian, untuk cfiJatesa-nakan

Kepatia Yth 

Kaíklrmifi I.IUlj

Tembusan

litada Utóümjf MAR!, 
Diffgn Badiífi

Qikeiuarkan di Jakarta 
Pada tanggai $■■■ Pebruan 2010

liban Miiiter Ulama

BufKaf Pablan, S H . i lH ,

x „
*■>, , Míiyor JemJerai TU\
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PENGADILAN MILITER 111-13 MADIUN 
Jl. Salak III No. 38 Madiun 

Telp./Fax: 03^1-452186 
Website: http://www.dilmil-madiun.qo.id/ 

Email : Díl M il madiun@vahoQ,co.id

SURAT EDARAN
Nomor: W3.Mil.02/SE- I V / 2018

Tentang

PENGELOLAAN BIAYA PERKARA

1. Dasar :

a. Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung Rl dan Panglima TNI Nomor : KMS / 065 / 
SKB / iX / 2004 dan Nomor Skep / 42 / IX / 2004 tanggai 1 Sepíember 2004 tentang 
Kerjasama dan pembinaan personel Militer bagi Prajurit TNI yang bertugas pada 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. i

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA / 005 / S K / 1 / 2007 tanggai 11 Januari 
tentang pengurusan administrasi personel bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan 
dalam Lingkungan Peradilan Militer.

c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung NomOr: 084 / KMA / SK / VI / 20<p8 tanggai 30 Juni 
2008 tentang pedoman tehnis administrasi dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dalam 
lingkungan lembaga Peradilan Militer.

d. Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 026 /  KMA / SK / II / 2012 tentang Standart
Pelayanan Peradilan. j

e. Surat Edaran Kadilmiltama Nomor: SE / 09 / II / 2010 tentang Biaya perkara.

2. Banwa proses perkara di pengadiian Militer tidak aikenakan biaya sama sekaii, yang ada 
hanya biaya perkara yang besarannya diucapkan oleh Majelis Hakim pada saat pembacaan Putusan 
serta tertulis dalam putusan .

3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas bahwa pengadilan Militer tidak pernah mengelola 
Biaya perkara dari dari hasil putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun untuk 
pengelolaan biaya perkara dari hasil putusan seluruhnya yang mengelola adale ¡tur Militer.

4. Demikian untuk diketahui.

Pada tariggí#^ : £ i Mei 2018
Kepalá" p e r l^ ila n  Militer 111-13

Djkefyarkai^di Madiun

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya.

http://www.dilmil-madiun.qo.id/

